SATU TAHUN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN

KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI
(EKUIN)

I PROFIL KANTOR MENKO EKUIN
A. Riwayat Hidup Singkat Menko EKUIN

Ginandjar Kartasasmita, lahir di Bandung 9 April 1941, beragama Idam. Kini
menjabat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri,
Guru Besar llmu Adminisras di Universitas Brawijaya, Mdang dan dosen pasca
sarjana di Inditut Teknologi Bandung. Pendidikennya dimula di Ingtut Teknologi
Bandung, kemudian mendapatken gda Sajana Teknik Kimia dai  Tokyo
University for Agriculture and Technology dan Sarjana Administras Negara dari
Sekolah Tinggl llmu Administres-Lembaga Administras Negara. Doctor Honoris
Causa (HC) diperoleh dari Northeastern University, Boston, USA, ddam bidang
jasa publik, dari Takushoku University, Tokyo, Japan daam bidang ekonomi, dan
dari Universitas Gadjah Mada dadam bidang [lmu Administras Pembangunan.

Kaier pemeintahannya dimula di G5-KOTI, kemudian dilanjutken di Sekretariat
Negara ddam berbagai jabatan. Di lingkungan TNI-AU pangka terakhimya addah
Marsekd Madya (Purn). Dengan jabatannya sebagai Menko EKUIN daam Kabinet
Reformas Pembangunan, ia tdah menjadi Menteri ddam 5 (lima) kabinet,
ssbdumnya ddam Kabinet Pembangunan IV sebaga Menteri Muda Urusan
Peningkatan Penggunaan Produks Ddam Negei merangkgp Ketua Badan
Koordines Penanaman Modd (BKPM), ddam Kabinegt Pembangunan V sebaga
Menteri Pertambangan dan Energi, ddam Kabing Pembangunan VI sebaga
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Ketua Bappenas, dan daam
Kabinet Pembangunan VIl sebaga Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Industri/K epala Bappenas.

la juga &ktif ddam kegiaan di luar pemerintahan di berbaga organisas yang
berkaitan dengan pendidikan, olahraga, dan profes. Menerima Bintang Republik
Indonesia Utama dan berbaga tanda jasa lainnya sebagal bukti  pengabdiannya
kepada bangsa Indonesia dan juga tanda jasa dari bebergpa negara sahabat. Menulis
lebih dari 400 makdah yang disampaikan ddam berbaga seminar nesond dan
internasiond ddam bidang ekonomi, keuangan, sodd, politik, adminisras negara
dan teknologi.

B. PROFIL KANTOR MENKO EKUIN
VISI DAN MI1S|

Sebagal bagian dai Kabinet Reformes  Pembangunan, Kantor Menko EKUIN
mengupayakan tercapainya koordinas, integras dan sinkronisses daam  berbagai
kegiglan penyusunan  kebijeksanaan dan  pdaksanaan  sata penanganan
permasadahan di bidang ekonomi, keuangan dan industri. Koordinas tersebut
mencakup: 8@ Penyusunan kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi,
keuangan dan indudtri; b) Penanganan terhadap masdatrmasaah yang mendessk
maupun masdah-masdah rutin yang dihadapi oleh depatemen dan ingtans terkait
dengan bidang Ekuin.
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TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan reformad pembangunan di bidang ekonomi addah mengatas  kriss
ekonomi ddam wektu yang sesingkat-singkatnya, terutama untuk mencapa
dabilites ekonomi dan keuangan yang mantgp bak terhadep pengaruh gejolak
ekonomi globd maupun nasiond. Sedangkan sasran utamanya addah (i)
mengatas masdahrmasdah mendessk yang ditimbulkan oleh kriss ekonomi, (i)
melanjutkan dan mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi, keuangan dan
indugri. Daam kaitan ini, agenda pokok yang menjadi tanggungjawab bersama
jgaran Menko Bidang EKUIN addah:

1.  Menggerakkan kembdi roda perkenomian:

Menyusun program- program  Jaing Pengaman Sodd, mdiputi
penyediaan kebutuhan pokok pangan dan obat-obatan, serta padat
karyallgpangan kerja produktif.

Memperbaki gstem distribus.
Memperkuat usaha kecil dan menengah serta koperas.

Mendorong ekspor dengan menghilangkan hambatan-hambatannya  dan
menciptakan iklim yang kondusif.

Membangun kembali sektor-sektor produks pertanian, terutama pangan,
termasuk perkebunan, kehutanan, dan peternakan; industri dengan titik
berat pada sumber daya yang kita miliki (resource based) seperti
agrobisnisagro industri; serta pariwisata dan ekspor TKI.
Menggairahkan kembadli iklim investas.
2. Menyehatkan perbankan.
Menyedesaikan hutang swesta (hutang luar negeri dan dalam negeri).

4. Meningkatkan pengdolaan anggaran, dengan cara mengamankan penerimaan.
serta mengefektifkan pengeluaran rutin dan pembangunan.

5. Mdanjutken dan  meningkatkan  reformas struktural/pembangunan
kelembagaan (governance), termasuk berbagal peraturan perundangan yang
mendasar di bidang ekonomi, keuangan dan industri.

STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN

Untuk melaksanakan agenda dan program kerja ddam rangka mencapa tujuan dan
sasaran tersebut di atas, Menko Ekuin telah merumuden berbaga srategi dan
kebijaksanaan, yang utamanya addah penantaan dabilitas ekonomi makro yang
dibarengi dengan langkahlangkah penataan ekonomi mikro yang ditempuh antara
lan meadui konsultes yang menddam dengan pihak IMF, Bank Dunia dan Bank
Pembangunan Asa. Secara garis besar kebijaksanaan yang ditempuh antaralain :

1. Ddam upaya memulihkan kepercayaan terhadap rupish dan mengenddikan
lgu infled, dilakukan kebijaksanaan moneter yang keta dan berhati-hati
disertai kebijaksanaan fiskd yang fleksbd.

2. Dadam rangka menggerakkan kembai roda produks dan arus perdagangan
ditempuh Kkebijakan penghgpusan berbega  hambatan dan  penyediaan
pembiayaan ekspor.

3. Untuk mengamankan pedaksanaen APBN, ditempuh kebijakan pengaman
prioritas anggaran dan peningkatan pengawasan dan pendisplinan penggunaan
anggaran.
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4, Ddam rangka pembenahan sektor pebankan, ditempuh  kebijakan
resrukturisas dan rekepitalisas perbankan yang diarahkan untuk mewujudkan
perbankan yang sehat dan berdaya saing tinggi.

5. Untuk menggerakkan kembdi kegistan ekonomi ddam wektu singkd,
ditempuh kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi ussha kecil,
menengah dan koperas. Perhaian khusus juga diberikan untuk peningkatan
kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan industri yang bertumpu  kepada
sumber dayaaam.

SDM, SARANA, DAN PRASARANA

Secara adminidretif pengadaan dan pembinaan personil maupun keuangan Kantor
Menko Ekuin merupakan bagian dari lingkup binaan Sekretariat Negara.

Paa pgabat/pegawva Kantor Menko Ekuin addah pegawa perbantuan dari
berbagal departemen/LPND Formas jabatan strukturd ditetapkan dalam keputusan
Menko Ekuin nomor: KEP-04/M.EKUIN/12/1998.

Berdasarkan Keputusan Menko Ekuin tersebut maka terdapat 15 (lima bdas)
pegaba esdon | yang terdiri dari 1 (satu) Sesmenko, 7 (tujuh) Asmenko, dan 7
(tujuh) Samenko, pgaba esdon Il terdiri dari 2 (duad) Kepda Biro dan 29 (dua
puluh semhbilan) Banasmenko. Sdanjutnya terdgpat 25 (dua puluh lima) peabat
exdon |l dan 24 (dua puluh empat) pgabat esdon IV dan didukung oleh tenaga
pelaksana sebanyak 83 (delgpan puluh tiga orang). Ditinjau dari segi pendidikan,
terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) pegawa yang berpendidikan Sarjana (S1, S2,
S3), 10 (sepuluh) pegawa berpendidikan D3, dan 73 (tujuh puluh tiga) pegawal
berpendidikan SLTA, SLTP dan SD. Di luar jabatan strukturd tersebut terdapat
jabatan Penasehat Menko Ekuin setingkat eselon 1.

Sampa dengan saa ini Kantor Menko Ekuin belum memiliki gedung/kantor sendiri
dan mash menyatu dengan fadlitas yang disediakan oleh Bappenas. Untuk
melaksanakan  kegiatan sehari-hari  Kantor Menko Ekuin  ditunjang  dengan
berbaga sarang, antara lain kendaraan operasiona, berbaga perdatan kantor,
komputer dan sebagainya. Kantor Menko Ekuin tdah berhasl melengkapi sarana
komputer untuk E-Mail dan Internet bagi peabat Esdon | dan |, sedangkan untuk
sarana trangportas mash berupa kendaraan kolektif dadam kondis yang sangat
terbatas.

Penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan Kantor Menko Ekuin bersumber
dari anggaran rutin Kantor Menko Ekuin. Dana yang tersedia ddam DIK hanya
untuk pembiayaan non bdanja pegawa, sedangkan untuk beanja pegawal tidak
disdiskan karena semua peabat/pegawa Kantor Menko Ekuin addah tenaga
perbantuan dari berbagai departemenvlembaga dimana ggi dan tunjangan (kecudli
tunjangan jabatan) mash diterima dari masing-masing Satuan Administras Pangkal
(Satminkal).

. HASIL-HASIL YANG DICAPAI KANTOR MENKO EKUIN
1. Langkah-langkah Reformasi

Sesua dengan eksstensinya ddam Kabing Reformas Pembangunan, fungs dan
tugas-tuges koordinas yang menjadi tanggungiawab Kantor Menko Ekuin ddam
merumuskan  langkah-langkah  kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan industri,
dilaksangken medui forum Rekor Ekuin yang kemudian ditindaklanjuti ddam
forum Rakor Terbatas bersama indans tekait yang berada daam lingkup
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koordinas Menko Ekuin, konsultas langsung dengan atau di antara para Menteri
dan forum-forum koordinas lan sesua  dengan  kebutuhan.  Substans
perumusannya senantiasa  berorientas  kepada tercapainya sasaran yang  telah
digariskan Pemerintah ddam Sidang-sdang Kabinet.

Langkah reformas ddam merumuskan kebijaksanaan ekonomi secara terkoordinas
sdama 1 (sau) tahun terakhir, lebih difokuskan kepada tercapainya dabilitas
ekonomi. Hd ini dimaksudkan agar terbuka peluang bagi upaya pemulihan
ekonomi yang terpuruk akibat kriss ekonomi, terutama ditanda oleh tingginya lgju
inflas, melemahnya kurs rupiah serta merosotnya secara tgjam kegiatan ekonomi
dan menurunnya kesgjahteraan masyarakat.

Ddam rangka meaksanakan tugas-tugas koordinas tersebut, telah dirumuskan
pokok-pokok  kehijaksanaan ekonomi, baik makro maupun mikro, yang ddam
jangka pendek memiliki dua sasaran drategis, yaitu (1) mengurangi dampak negatif
kriss ekonomi terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan rentan;
serta (2) memulihkan pembangunan ekonomi ke jalur pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan sekaligus memperhatikan aspek keedilan.

Bidang M oneter dan K euangan Negar a

a. Dengan maksud untuk menekan lgu inflas dan memperkuat nila tukar rupiah
skadigus untuk meningkatkan tabungan, telah diambil langkah kebijaksanaan
ekonomi mekro meaui  kebijaksanaan moneter ketat bersamaan dengan
kebijeksanaen fiskd yang fleksbd. Sdring dengan menurunnya lgu inflag,
secara bertahap suku bunga juga turun, sehingga dapat mengurangi dampak
negatif dan bahkan mampu mendorong kegiatan ekonomi. Dilakukan pula
konsolidas  kehijaksanaan fiskd dengan mengamkan efisens pengduaran dan
mengoptimakan penerimaan negara

b. Sering dengen kebijeksanaan mekro, juga tedah diambil langkah-langkeh
kebijaksanaan ekonomi, yang mencakup pengembangan jaring pengaman
sosd, menyehatken sistem pebankan mdalui  restrukturisas  perbankan,
melakukan restrukturisas perusahaan, termasuk penyelesaian hutang swesta
bak ddam maupun luar negeri, serta meanjutkan reformas struktural sektor
riil guna meningkatkan efisens perekonomian.

Bidang Hubungan Ekonomi I nter nasional

a Di bidang kerjasama ekonomi, baik kerjasama regiond, bilaterd maupun
multilateral, Indonesia telah menempuh langkahlangkah yang ditujukan untuk
memanfastkan forum kerfjasama ini guna mengedepankan  kepentingan
Indonesia, terutama ddam meningkatkan ekspor, menjamin diran masuk
modd asing dan dih teknologi. Ddam kaitan ini Kantor Menko Ekuin teah
menydenggarakan  koordines dengan berbagal  departemen  teknis  untuk
merumuskan posis dan skep Indonesa ddam sdigp forum. Keterlibatan
Indonesia di berbaga forum kerjasama ekonomi juga dimaksudkan untuk
menunjukkan kepada masyarakat internasiona, bahwa meskipun Indonesa
menghadapi  kriss ekonomi dan politik di ddam negeri, Indonesia tetap
berusaha untuk memenuhi komitmennya pada dunia internasona. Di samping
itu, berbagal upaya tdah dilakukan untuk memanfaatkan forum kerjasama
ekonomi, seperti ASEAN, APEC, dan ASEM, untuk mengatas dampak krisis
ekonomi.
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b.

Sgdan dengan langkah reformas ekonomi, upaya-upaya untuk mempercepat
pemulihan ekonomi ditempuh medui konsultas yang era dengan lembaga
keuangan internasiond seperti IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha

a

Mendorong terbentuknya iklim ussha yang memberiken peluang lebih besar
bagi terciptanya kemitraan dan pengembangan ussha antara perusshaan besar,
menengah, kecil dan koperas.

Memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa mangemen
dengan membentuk lembaga keuangan (PT Persero Permodadan Nasiond
Madani-P.T PNM) yang ditujukan untuk pengembangan koperas, usaha kecil
dan menengah, sekaligus untuk mengantispas pelaksanaan Pasal 74 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesa yang tidak
memperkenankan Bank Indonesa memberikan kredit program lagi. Dengan
adanya PT. (Persero) PNM tersebut, maka pemberian kredit dapat diambil alih
dikonsolidasikan dan diteruskan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperas.

Bidang Distribus dan Perdagangan

a
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Mengarahkan sstem perdagangan internasonad yang semakin efisen sehingga
para pdaku perdagangan (pengusaha besar, menengah, kecil dan koperas)
memiliki daya sang tinggi ddam menghadapi dan memperluas pasar ddam
negeri dan luar negeri.

Memperlancar arus barang dan jasa guna menjamin ketersediaan kebutuhan
mesyarakat antar  wilayah, mdindungi masyaraka dari gegolak harga,
menunjang  peningkatan  produks, meningkatan pendapatan mMasyaraket
terutama petani produsen, serta memperluas kesempatan berusaha, menciptakan
lgpangan kerja produktif dan peningkatan penerimaan devisa negara

Mengefektifkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong
persaingan yang seha untuk mencegah munculnya etatisme, berbagal bentuk
monaopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni yang merugikan masyarakat.

Menyesuaikan  tersedianya kebutuhan  pokok masyarakat dan  usasha
pemasarannya dengan pola produks dan konsums masyarakat yang didukung
oleh dstem pembiayaan, jasa trangportes, dan kelembagaan distribus yang
memadai, guna menjamin penyebaran barang dan jasa secara merata dengan
harga yang layak dan terjangkau oleh daya bei masyarakat di seluruh wilayah
tanah ar dengan memperhatikan daya beli petani.

Membantu pengusaha kecil, menengah dan koperas secara terpadu meldui
penciptaan iklim yang mendukung, penyedisan tempat ussha, kemudahan
memperoleh permodalan, peningkatan penyuluhan dan informas pasar serta
pembinaan kemampuan, perlindungan dan pemberian kepastian berusaha

Mendorong kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil termasuk
mendorong perkembangan usaha informad dan tradisond, ddam suasana
kemitraan sgpadan yang <ding mendukung, memperkuat dan  sding
menguntungkan.

Memperkuat permodalan ussha kecil dan menengah serta koperas mealui
upaya dari lembaga perkreditan.



h.

Menjamin penyduran dan ketersediaan bahan makanan serta kebutuhan pokok
masyarakat dengan harga yang terjangkau, sehingga semua aspek  kehidupan
masyarakat tidak terganggu.

Bidang Sumber Daya Alam

a

Secara terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Sumber
Daya Alam (SDA) yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui.

Mengupayakan pemanfaatan kekayaan SDA sebagai unggulan kompetitif dan
unggulan komparatif serta menjamin pengembangan  sektor-sektor  ekonomi
yang lain dan menjamin kelangsungan wilayah.

Mengupayakan pemerataan pembagian hasl pengdolaan SDA  secara lebih
proporsona, meaui perimbangan keuangan pusat dan daerah, perluasan
otonomi daerah, serta memberikan peluang yang lebih besar kepada pengusaha
kecil, menengah dan koperas ddam pengelolaan SDA.

Bidang Industri dan Jasa

a

Melakukan koordinas kebijakan ddam bidang investas sampa  dengan
slesinya kerangka hukum dan  perundang-undangan yang mendukung
percepatan investas PMA dan PMDN.

Meakukan koordinas ddam Kerjasama Ekonomi Sub Regiond AIDA yang
meliputi  sektor-sektor transportasi, industri dan perdagangan, pertambangan,
pariwisata, serta perumahan.

Mengkoordinaskan pembuatan  Rancangan Keputusan Presiden  tentang
Kebijaksanaan Pembangunan Kepariwisataan serta koordinas  kebijaksanaan
terhadap permasalahan promos kepariwisataan.

Mengkoordinasikan penyigpan Rancangan Undang-undang  tentang
Ketenagdidrikean yang mengantisipas privatisas,  restrukturises,  dan
partispas sektor swasta ddam ketanagdidtrikan nasiond.

Bidang Peningkatan Ekspor

a
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Mengefektifkan pemberian fadlitas perbankan berupa rediskonto pre shipment
financing, post shipment financing, dan Surat Kredit Berdokumen Daam
Negeri (SKBDN), penjaminan L/C untuk pengadaan bahan bakuw/penolong
impor untuk keperluan ekspor serta penjaminan kredit bank untuk pembiayaan
ekspor terutama untuk pengusaha menengah dan kecil yang dituangkan daam
KB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Memperkuat kedudukan lembaga perbankan yang berorientas  pada
pembiayaan dan penjaminan ekspor. Ddam jangka pendek ditempuh mdaui
Peraturan Pemerintah (PP) No.37 tahun 1999, dan dadam jangka panjang
ditempuh medui pendirian Bank Ekspor Indonesa Rancangan Undang-
undang untuk pendirian BEI kini sedang dipersiapkan.

Mereformas  ketentuan-ketentuan tentang fasilites perpgakan dan bea masuk
yang kurang mendukung ekspor, antara lan  pemberian fadlitas
pembebasa/penangguhan  tarif BM -PE bagi  Perusshaan Eksportir  Tertentu
(PET) ddam mengimpor bahan baku; serta membenahi prosedur dan fasilitas
kemudahan ekspor lainnya seperti jaringan angkutan dan pelabuhan.



d.

Menjaga mutu produk dan menjamin  keamanan konsumen, sehingga
meningkatkan daya sang produk ekspor Indonesia; dengan memberlakukan
UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Memberikan kesempatan yang sama bagi sdtigp warga negara  untuk
berpartispas didadam proses produks dan pemasaran barang dan atau jasa,
daam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisen, sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Menganekaragamkan produk-produk  wisata seperti  pengembangan  wisata
budaya, wisata bahari, eko wisata dan desa wisata; dibarengi dengan
pembenahan sarana angkutan dan pelabuhan serta meningkatkan keamanan
wista Langkah reformas ini berlandasken pada upaya pemberdayaan
ekonomi rakyat, sekaligus untuk mengembalikan citra Indonesia di luar negeri
melaui mis khusus untuk perdagangan, investas dan pariwisata

2. Hasil-Hasil Yang Menonjol

Dissdari bahwa waktu satu tahun rdatif sangat pendek untuk menanggulangi
persodan ekonomi yang multidimens dan sangat berat. Meskipun demikian tdah
dapat dicapa beberapa keberhasilan yang cukup menonjol, yang kiranya dapa
memberi hargpan bagi pulihnya kembai perekonomian Indonesa dimasa datang.
Hasl-hasil tersebut antara lain:

Bidang Moneter dan Keuangan Negara

a
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Lau inflad tahun 1998/1999 schesar 45,44% memang lebih tinggi dari tahun
1997/1998 (36,80%), namun sebenarnya sudah lebih rendah dibandingkan
dengan perkiraen inflas ddam APBN 1998/1999 (66%). Bahkan lgu inflas
sdama 5 bulan pertama tahun 1999 scbesar 3,08% jauh lebih rendah dari
periode yang sama bak pada tahun 1998 (40,08%) maupun tahun 1997
(3,23%).

Suku bunga SBI dan deposito berjangka secara bertahgp sudah bergerak
semakin rendah hampir tanpa diikuti gegjolak spekulatif nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing. Apabila pada bulan Agustus 1998 suku bunga Bl
28 hari mencapai puncaknya (70,73%), ternyata pada akhir bulan Me 1999
sudah menurun secara dragis menjadi  26,12%; sementara itu suku bunga
deposito berjangka 1 bulan telah menurun dari 61,76% pada bulan September
1998 menjadi kurang dari 30 % pada akhir bulan Me 1999. Perkembangan
suku bunga SBI dan deposito berjangka tersebut ternyata tidek menimbulkan
ggolak nila tukar rupiah secara sgnifikan, tegasnya nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika Seriket relatif gtabil antara Rp 7.500,- - Rp.8.250,- per dollar.
Penurunan suku bunga secara dradtis dan rdatif stabilnya nilai tukar rupiah
terhadgp mata uang asing diserta pula dengan meningkatkan indeks harga
ssham gabungan dari titik terendah pada bulan September 1998 (220,87)
menjadi 585,24 pada akhir Mei 1999.

Perkiraan redisas defist APBN tahun 1998/1999 sebesar 2,9% dai PDB
addah jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diperkiraken daam APBN
1998/1999 (8,5%). Sementara itu perkiraan redlisas surplus dalam transsks
berjdan dan meningkatnya cadangan devisa pada tahun 1998/1999 masing
maesing sehesar US$4,5 milyar dan US$.9,9 milyar jauh lebih bak dari yang
diperkirakan ddam APBN 1998/1999 (US$.14 milyar dan US$.5,3 milyar),
meskipun harga komoditi ekspor terpenting baik migas maupun non migas di
pasaran internasional mengalami penurunan.



d. Meskipun kontraks ddam PDB baik pada tahun 1998 (13,68%) maupun tahun
1998/1999 (-15,27%) addah lebih tinggi dari yang diperkirakan, namun jika
diamati perkembangan ddam triwulanannya menunjukkan bahwa proses
kontraks sudah melampaui titik terendah. Tegasnya kontreks ddam PDB atas
dasar harga konstan tahun 1993 berkembang dari minus 9,04% pada triwulan |
tahun 1998 menjadi minus 7,02% pada triwulan 11, minus 4,60% pada triwulan
I1l, dan minus 0,27% pada triwulan IV, kemudian menjadi positif 1,34% pada
triwulan | tahun 1999.

Bidang Hubungan Ekonomi I nter nasional

a Ddam rangka mengupayakan penyedisan dana pinjaman luar negeri, meaui
Sidang CGl di Paris pada tanggd 29-30 Juli 1998 telah berhesl diperoleh dana
pinjaman sebesar US$ 7,894 milyar.

b. Ddan ASEAN, Indonesa sddu &ktif ddam bebaga pertemuan, bak
Petemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) maupun  pada
Konferend Tingkat Tinggi (KTT-ASEAN). Pada KTT ke6 ASEAN hbulen
Desember 1998, Indonesia secara aktif turut merumuskan kesepakatan penting,
antara lan Hanoi Declaration dan Hanoi Action Plan yang merupakan
implementas  dari vis ASEAN 2000. Indonesa juga tdah memasukkan
berbaga  kepentingan nasona ke ddam bold messures, yang antara lan
merupekan sarana mendorong masuknya diran modd dan perlussan pasar,
melaui percepatan AFTA.

c. Dadam kerangka kerjasama APEC, Indonesa juga tdah memanfaatkan
berbagai forum pertemuan APEC untuk perluasan akses pasar dan diran masuk
investas asng. Meddui program liberdises perdagangan dan investad,
Indonesia tdah memanfastkan proses liberdises dini dan sukarda (EVSL)
untuk meningkatkan ekspor berbaga produk anddan Indonesa ke kawasan
APEC. Demikian pula, medui kerjasama ekonomi dan teknik, Indonesia telah
memanfaetkan fadlitas perdagangan dan jasa, antara lain untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil dan menengah ddam memanfaatkan pasar di kawasan
APEC.

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha

Telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini
maka demokras ekonomi dapat diwujudkan yaitu adanya kesempaian yang sama
bagi sdigp warga negara dan peleku ekonomi di ddam proses produks dan
pemasaran barang dan atau jasa, ddam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisen,
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar
secara wajar.

Bidang Distribusi dan Perdagangan

a Tdah diundangkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
menyusul diundangkannya UU.No5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monaopoali dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Terjaminnya pendistribusan sembako, sehingga kebutuhan pokok rakyat dapet
dipenuhi secara merata di sduruh daerah dengan harga yang terjangkau, dan
mengurangi distors harga baik di tingkat konsumen maupun produsen.
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C.

Iklim usaha cenderung bernuansa kemitraan, sehingga memberikan peluang yang
lebih besar bagi usaha kecil, menengah dan koperas untuk bersinergi ddam
kegiatan perdagangan.

Bidang Sumber Daya Alam

a

Diterbitkannya Peraturan Pemerinteh Nomor 6 Tahun 1998 tentang hak
penguasaan pengedlolaan SDA, yang menjamin  adanya pembatasan ddam
penguasaan pengelolaan SDA.

Tdah dilakukan pengkgian SDA agar pengelolaan SDA dapat  menciptakan
kessimbangan  pembangunan  yang  berkdanjutan, serta menciptakan
kessimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sehingga tercipta pembeagian
hasl yang proporsiond.Usulan yang ditawarkan untuk itu addah memberikan
roydti kepada daerah dengan pembagian prosentas yang proporsiond.

Penghapusan subsidi pupuk dan kenalken harga dasar gabah tdah mendorong
peningkatan produks gabah dari 48 juta ton pada tahun 1998 menjadi 50juta ton
pada tahun 1999.

Menaikkan harga gula pasir guna mendorong petani untuk menanam tebu rakyat
daam rangka meningkatkan produks gula, sehingga dihargpkan Indonesia dapat
mengurangi ketergantungan impor gula.

Peningkatan plafon Kredit Usaha Tani guna mendorong terwujudnya “ Gerakan
Mandiri Palagung” sehingga dihargpkan pada tahun 2000-2001 Indonesia sudah
dapat berswasembada beras, kedda dan jagung.

Bidang Industri dan Jasa

Ddam rangka mendorong meningkatnya kegiatan investas (PMA dan PMDN) serta
pengembangan industri dan jasa, telah dihaslkan bebergpa produk hukum dan
persiujuan yang merupekan hasl dari  kegiaan koordinas  dibidang  ekonomi,
keuangan dan industri, antaralain :

a

Diterbitkannya Keputusan Presiden RI No0.96 tahun 1998 tanggd 2 Juli 1998
tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup lagi penanaman modd (DNI = Daftar
Negatif Investas).

Diterbitkannya Keputusan Presden Rl No0.37 tahun 1999 tanggd 17 Me 1999
tentang Perubahan atas Keputusan Presden Rl N0.183 tahun 1998 tentang Badan
Koordinas Penanaman Modd.

Diterbitkannya No.7 tahun 1999 RI No.7 tahun 1999 tangga 14 Januari 1999
tentang Kriteria Penilaan Pemberian Fadlitas Peapgakan Dibidang Usaha
Industri Tertentu.

Diterbitkannya Keputusan Presden Rl No0.116 tahun 1998 tentang Perubahan
atas Keputusan Presiden Rl No.26 tahun 1980 tentang Pembentukan BKPMD.

Diterbitkannya Keputusan Presden RI No.184 tahun 1998 tanggad 20 Oktober
1998 tentang Tim Koordines dan Sub Tim Koordines Kerjasama Ekonomi Sub
Regiond.

Indonesia satuju memberikan fadlitas pembebasan pembayaran fiskad bagi
negaranegara Indonesa dan negaranegara Audrdia pemegang KIM-S di
kawasan AIDA (kecudi Bdi) untuk bepergian ke Audrdia

Penyederhanaan prosedur perizinan bagi PMA di kawasan AIDA.
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h. Penunjukan 7 bandara; pelabuhan laut, dan perlintasan darat di AIDA scbeaga
pintu gerbang internasiond yang diizinkan menerima wisatawan asing dengan
fasilitas bebas visa kunjungan singkat.

Bidang Peningkatan Ekspor

a Neraca perdagangan telah menunjukkan surplus mula bulan April 1999 dengan
adanya peningkatan sebesar  14,4% dibanding dengan bulan April 1998
Sementara itu surplus neraca perdagangan periode April 1998 -Maret 1999 juga
mengadami  peningkaetan sebesar 36,3% dibanding surplus yang terjadi  pada
periode April 1997 - Maret tahun 1998.

b. Menaikkan perolehan devisa sektor pariwisata secara komulatif pada periode
Jonuari — April 1999 sehesar US$.1.168,6 juta aau naik 4,7% dibandingkan
dengan periode yang sama Tahun 1998 sehesar US.$.1.116,5 juta

c. Untuk memantau aus vauta asng ke luar negeri, agar tidek mengganggu
kebutuhan vauta asing bagi eksportir Indonesia ddam mengimpor bahan baku
yang akan di ekspor, teah diberlakukan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999
tentang Lau Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

[11. Respon Masyarakat (Ringkasan Kliping)

Respon  (tangggpan) masyarakat  terhadep  kebijaksanaan-kebijeksanaan  yang
dikoordinasikan oleh kantor Menko Ekuin mendapat tanggapan yang bervarias baik yang
bernada postif  maupun negetif. Respon masyarakat tersebut berasd dari  berbagai
kalangan, antara lain ekonomi, pengamat ekonomi, pelaku bisnis, pejabat departemen dan
ingdang lain, pers, LSM dan duniainternasiond.

Bidang Moneter dan Keuangan Negara

Pada umumnya masyarakat puas dengan hasl yang tdah dicgpa oleh Kantor Menko
Ekuin, yaitu antaralain :

a Menguatnya nilai rupiah terhadgp dolla AS yang sangat dgnifiken. Pada awd
Kabinet Reformas dibentuk nilai rupish Rp 16.000 per dollar AS, sedangkan szt ini
nila rupigh Rp 7.750 per dolla AS. Nila terssbut cukup kompetitif untuk para
pelaku bisnis ekspor impor, namun di 99 lain masyaraket menengah ke bawah mash
menginginkan nilai rupiah menguat sampal dengan Rp 5.000 per dollar AS, sehingga
harga barang turun dan daya beli meningkat.

b. Menurunnya SBI yang cukup drastis, yaitu dari 70% menjadi 25% saat ini. Pendapat
dai bebaga kdangan menyataken bahwa nila SBI mash teldu tinggi  untuk
menghidupkan kembdi sektor riil.

c. Khusus mengena tejadinya deflas, sdah sau pengamat ekonomi mengingatkan
bahwa penyebab deflas adadah berasd dari daya bdi masyarakat yang menurun
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya depresi ekonomi yang lebih besar lagi.

d. Meningkatnya kepercayaan investor asing, yang ditandai oleh naiknya IHSG.

Restrukturisas perbankan berjdan cukup balk waaupun ada beberapa pengamat
ekonomi yang mempertanyakan kapan waktu berakhirnya program tersebut.
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Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha

Mash terdapat bebergpa kekurangan yang mendasar ddam program bidang kemitraan
dan pengembangan dunia usaha, antaralain dapat dilihat dai :

a. Tangggpan yang sangat tgam dai maesyaakat yakni adanya pemberitaan-
pemberitaan mengenai  disdahgunakannya skim-skim  kredit bagi usaha kecil dan
menengah oleh sekelompok orang tertentu. Bahkan menjdang dilaksanakannya pesta
demokras (masa kampanye) ada indikes dana-dana tersebut digunakan oleh parta-
partai politik tertentu.

b. Bdum teciptanya iklim ustha yang dgpat dinikmati oleh rekya banyak. Hd ini
terlinat dengan masih adanya demondras-demondgtras yang menyoroti  mengena
programprogram pemerintah, karena dianggap program-program tersebut mash
belum menyentuh sasaran (rakyat yang membutuhkan bantuan), waaupun pada
dasarnya kegiatan demonsgtras tersebut |ebih bernuansa palitik.

Bidang Distribusi dan Perdagangan

Tanggapan masyarakat umum clkup balk bahwa pemeintah mampu  menjamin
ketersediaan bahan pokok, khususnya pada ssat pedaksanaan kampanye dan Pemilu.
Sdan itu bebergpa harga kebutuhan pokok mengalami  penurunan sehingga dapat
dijangkau oleh rakyat banyak, waaupun harga masih dirasakan cukup tinggi.

Bidang Industri dan Jasa

Tanggapan masyarakat dalam bidang ini kurang memuaskan (khususnya dunia usaha),
ha ini dikarenakan sektor industri dan jasa belum dapat beroperas sebaga mana
mestinya sehingga mash bedum dgpa menciptaken lapangan kerja baru  dan
meningkatkan pendapatan devisa negara. Menurut seorang pengamat, sektor riil ini harus
segera dibenahi agar indikator positif perekonomian nasiond tidak hanya terjadi diatas
kertas sgia, hd ini untuk menghindarkan kemungkinan bertambahnya PHK.

Bidang Peningkatan Ekspor

Saat ini permasdahan kebijaksanaan Pgak Ekspor (PE) produk-produk agroindustri
mendapatkan perhatian yang cukup daam dari masyarakat khususnya pelaku bisnis pada
bidang tersebut. Menurut pendapat masyarakat perlu adanya pengkgian kembdi
kebijakan PE tersebut, dikhawatirkan hila kebijaksanean PE tersebut ditergpkan akan
menurunkan ekspor bidang agroindustri sehingga akan merugikan para petani.

Kesimpulan

Secara umum tanggapan dari masyaraket terhadap hasil yang telah dicgpa oleh Kantor
Menko Ekuin sesua dengan tugas pokoknya yatu mengatas masdah-masdah mendessk
yang ditimbulkan oleh krigs ekonomi dan medanjutkan serta mempercepat langkah
langkah reformas ekonomi, keuangan dan indudri, utamanya ddam pemulihan ekonomi
dalam kurun waktu yang rdatif sngkat cukup memuaskan. Tanggapan yang bersfa
negatif terhadap apa yang telah dicgpa oleh kantor Menko Ekuin pada umumnya lebih
bernuansa politik yang berkembang di masyarakat.
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